BUPAT| BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG

NOMOR 22 -TAHUN
TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

bahwa sesuail dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
diperlukan sebagai acuan dalam penyusunan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Penyusunan Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat [I dalam
Wilayah Daerah-daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3165);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286]);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indaonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tamhbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
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Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679];

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988
Nomor 10, Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indonesia Nomor 3373);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 240,

Tambahan Lembaran Negara Republik I[ndonesia
Nomor 48135);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 80, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310};

Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2013
tentang Rencana Pembangunan Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2033 (Lembaran
Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1
Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-
2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun
2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Buleleng Nomor 1});

Peraturan Bupati Buleleng Nomor 82 Tahun 2017
tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita
Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 86j;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

& g e

Daerah adalah Kabupaten Buleleng.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Bupati adalah Bupati Buleleng.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng.

Kinerja adalah keluaran/hasil dar kegiatan/program yang akan atau
telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan
kuantitas dan kualitas yang terukur.

Akuntabilitas adalah kewa jiban untuk menyampaikan
pertanggungjawaban atan untuk menjawab dan menerangkan kinerja
dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu
organisasi kepada pihak yang memiliki hak dan berkewenangan untuk
meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat
pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah sebagai
penjabaran dari visi, misi, strategi dan kebijakan instansi pemerintah
vang mengindikasikan  tingkat keberhasilan dan  kegagalan
pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesual program dan kebijakan vang
ditetapkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan
kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui sistem
pertanggungiawaban secara periodik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah
instrumen instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan

misi organisasi. Terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu
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kesatuan wyaitu Perencanaan  Strategis, Perencanaan Kinerja,
Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja/Internal dan
Pencapaian Kinerja.

Perencanaan Strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada
hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 {satu) sampai dengan 5
(ima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan
memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang
mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis
instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan,
sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan
dan kegagalan dalam pelaksanannya.

Perencanaan Kinerja adalah proses penetapan kegiatan tahunan dan
indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang
telah ditetapkan dalam rencana strategis dan dijabarkan didalam
Dokumen Rencana Kinerja Tahunan yang kemudian ditetapkan dalam
Dokumen Perjanjian Kinerja.

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang
lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai
dengan indikator kinerja.

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifi k secara kuantitatif dan/atau
dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program
atau kegiatan.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai
sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan
masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran
terukur pada suatu program.

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan
untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan
sesuai program, kebijakan, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah.
Pelaporan Kinerja (LKjIP] adalah dokumen yang berisi gambaran
perwujudan AKIP yang disusun dan disampaikan secara sistematik

dan melembaga.
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Evaluasi Kinerja/Internal adalah pProses sistematis dan
berkesinambungan untuk menilai kemampuan insStansi pemerintah
dalam melakukan evaluasi mandiri terhadap penerapan manajemen
kinerja/implementasi.

Pencapaian Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan

untuk menilai kinerja instansi pemerintah.

BAB I1
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal?2

Peraturan Bupati ini, dimaksudkan untuk pedoman dalam memberikan amh

bagi Perangkat Daerah dan unit kerja organisasi dalam menyusun Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai :

a8

Bentuk akuntabilitas pencapaian kinerja melalui pengukuran
keberhasilan dan kegagalan;

Umpan balik dalam upaya peningkatan kinerja secara terus menerus;
dan

Strategi pemecahan masalah untuk dilaksanakan pada masa yang

akan datang

Pasal 3

Tujuan pedoman LKjlP sebagai berikut :

a

Untuk memberikan acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP);, dan

Memperoleh informasi tentang pedoman penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjlP) pada Perangkat Daerah dan unit kena

organisasi.

BAB 111
PERSYARATAN PENYUSUNAN LKjP
Pasal 4

Agar LKjIP dapat terwujud dengan baik, harus memenuhi persyaratan

sebagai berikut :



(1)

2]

(3)

Berpedoman pada sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-
sumber daya yvang konsisten dengan asas-asas umum penyelenggaraan
negara,

Komitmen pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan;
Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan,

Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat
yang diperoleh;

Jujur, obyektif, transparan dan akurat; dan

Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran

dan tujuan yang telah ditetapkan.

BAB IV
PRINSIP-PRINSIP
Pasal5

Penyusunan LKjlP harus mengikuti prinsip pelaporan secara
umumnya yang disusun secara jujur, obyektif, akurat dan transparan.
Penyusunan LKjlP sebagaimana dimaksud pada ayat (1} harus
memperhatikan :

a.  Prinsip lingkup pertanggungjawaban merupakan hal-hal yang
dilaporkan harus proposional dengan lingkup kewenangan dan
tanggung jawab masing-masing serta memuat keberhasilan
maupun kegagalan;

b.  Prinsip prioritas merupakan hal-hal yang penting dan relevan
bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban instansi
yang diperlukan untuk upaya-upaya tindak lanjutnya; dan

C. Prinsip manfaat merupakan manfaat laporan harus Ilebih
daripada biaya penyusunannya dan laporan harus mempunyai
manfaat bagi peningkatan kinerja. Dalam hubungan itu, perlu
juga diperhatikan beberapa cif laporan yang baik seperti relevan,
tepat waktu, dapat dipercaya, diandalkan [(mudah dimengerti,
jelas dan cermat), dalam bentuk yang menarik (tegas dan
konsisten, tidak kontradiktif antar bagian), berdaya banding
tinggi (reliable), berdaya uji (verifiable], lengkap, netral, padat dan
mengikuti standar laporan yvang ditetapkan;

Penyusunan LKjIP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BABYVY
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja

pada tanggal 17 Juni 2073
{B 'ULELENG,
AP US SURADNYANA £_.

Diundangkan di Singaraja
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

-tﬂ

DEWA KETUT PUSPAKA
BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2019 NOMOR



